
 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 77                                                                            TAHUN 2023 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR       75      TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang :  a.  bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 

Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan 

Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penyesuaian 

dan penataan kembali;  

b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud 

sehubungan dengan pembentukan Sekolah Luar Biasa dan 

beralihnya status unit sekolah dari Sekolah Menengah Atas 

Negeri menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang 

berdampak pada perubahan nama Unit Sekolah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6809); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70  

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik 

yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

dan/atau Bakat yang Istimewa; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 

tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ 

Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 527); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 



13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi  

Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT  

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN  2017 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN 

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 10  

Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10) yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur: 

a. Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2018 Nomor 28); 

b. Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2019 Nomor 27); 

c. Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2021 Nomor 26); 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 



Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Ditetapkan di Mataram 

pada tanggal 8 September 2023 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

ttd 

       

H. ZULKIEFLIMANSYAH 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 8 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

ttd 

  

H. LALU GITA ARIADI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 77 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
 

 

LALU RUDY GUNAWAN 

NIP. 19700527 199603 1 002 

 
 

 

 


